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PENDAHULUAN

Perkawinan merupakanikatanlahirserta batin seorang pria denganseorang wanita
guna membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, garis besar tersebut digambarkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan
(Adityo, 2020). Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya merupakan ikatan
keagamaan dan sosial, tetapi juga hubungan hukumyang menimbulkan akibat hukum
terhadap status pribadi serta harta kekayaan suami danistri. Salah satu instrumen hukum
yang mengatur aspek harta dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan. Sebelum adanya perubahan, ketentuan tersebut membatasi pembuatan
perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan
(Dwinopianti, 2017). Perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang
ekonomi dan kepemilikan harta, mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU XI111/2015 yang memperluas makna Pasal 29 dengan memperbolehkan
perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan ini
memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan
setelah menikah (postnuptial agreement) sebagai bentuk perlindungan terhadap hak
konstitusional dan hak atas kepemilikan harta (Arief, 2017).

Meskipun demikian, perluasan tersebut menimbulkan persoalan normatif dan
teoritis. Dari perspektif hukum perdata, kebijakan ini mencerminkan penerapan asas
kebebasan berkontrak. Namun disisi yang lain, dalam ruang lingkup hukum keluarga
khususnya Islam muncul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip
perkawinan sebagai mitsagan ghalizhan (perjanjian yang kuat), serta potensi dampaknya
terhadap kepastian hukum, stabilitas keluarga, dan perlindungan pihak ketiga. Selain itu,
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pembuatan perjanjian
perkawinan sebelum atau pada saat akad, sehingga memunculkan perbedaan model
pada norma hukum yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Sinaga, 2018).
Secara ontologis eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK diterima sebagai
sesuatu yang ada, terjadi dan merupakan isu yang aktual. Dari sisi espitimologis
penelusuran melalui penelitian normatif sehingga melekat pada teknik uraian
menggunakan konsep teoritis dan dalam hal aksiologis mencoba melihat, menilai
terdapat ada tidaknya benturan nilai-nilai atau justru banyak bentuk keselarasan dengan
nilai-nilai keislaman.

Maka, penulis merumuskan rumusan masalah sebanyak dua hal, pertama,
menelaah legalitas konsep perjanjian yang dilakukan selama dalam perkawinan. Kedug,
melihat kedudukannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan
perjanjian itu dilakukan selama dalam perkawinan dari kacamata magqoshid al-shari‘ah
Imam Ash-Shatibidan dibatasi pada dua kriteria yaitu perlindungan harta (hifdz al-mal)
dan keturunan (hifdz al-nasl).

Dengan pendekatan paradigma tersebut, perluasan waktu pembuatan perjanjian
perkawinan dapat diurai apakah benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan
hukum atau justru berpotensi menimbulkan kemudaratan (Milhan, 2021). Beberapa
penelitian telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 dari
aspek notaris, pencatatan perkawinan, tujuan perkawinan, maupun keabsahannya
menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut penelitian sebelumnya
yang memiliki irisan objek serupa seputar putusan Mahkamah Konstitusi; Skripsi
Muhammad Billal Muzaffar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah
berjudul Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI1l/2015 Tentang
Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus di KUA Lowokwaru) (Muzaffar, 2017). Jurnal oleh
Moh. Faizur Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Al-Daulah: Jumal
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Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017) dengan judul Implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIIl/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap
Tujuan Perkawinan. (Rohman, 2017) Publikasi Jurnal Hanafi Arief, Universitas Islam
Kalimantan MAB, Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 2 (2017) yang diberi judul Perjanjian dalam
Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia). (Arief, 2017)

Namun, penelitian tersebut sebagiannya berbentuk model implementatif, yuridis
empiris, sebagian konspetual dan non konseptual, seperti pandangan KUA, tujuan
perkawinan, serta tinjauan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan
kebaruan dari sisi lain menganalisis perluasan perjanjian perkawinan melalui perspektif
tujuan diberlakukannya syariah atau hukum, khususnya dalam perlindungan hak harta
anak, keturunan dan stabilitas keluarga. Juga penelitian ini berbasis normatif hukum
dalam tataran kajian teoritis murni.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yaknipenelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual
(Conceptual Approach) (Marzuki, 2005), yang berlandaskan pada konsep, teori, dan
pandangan para ahli hukum untuk menganalisis permasalahan yang menjadi objek
kajian. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada
ketentuan hukum positif, tetapi juga mengkaji melalui konsep maqasid al-shari‘ah Imam
Ash-Shatibi sebagai kerangka pisau analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder dimana sumber informasi tidak didapatkan langsung serta
dominan didapatkan melalui penelusuran dokumen. Sedangkan bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Bahan hukum primer bercorak autoritatif memiliki otoritas, contoh perundang-
undangan, maupun putusan-putusan hakim, dengan norma, dalil hukum atau teori
hukum (Pakaya & Hadi, 2024), pada artikel ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 69/PUU-XI11/2015.Bahan hukum sekunderberupa
buku-buku hukum, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah hukum, jurnal ilmiah hukum
Islam, hasil penelitian hukum, dan karya akademik hukum lainnyayang relevan dengan
isu penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, jumal
ilmiah non hukum, informasi pada media online dan sumber pendukung lain yang
membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Datayangdiperolehselanjutnya dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan
metode interpretasi hukum (Soekanto, 2020). Analisis tersebut dilakukan untuk
memberikan argumentasi hukum juga penilaian bentuk idealnya seperti apa
(Falakhuddin et al., 2026), mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat
setelah perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI1/2015, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan magqasid al-shari‘ah yang
fokusnya di aspek perlindungan harta (hifdz al-mal) dan perlindungan keturunan (hifdz
al-nasl). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman
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yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif dan tujuan syariat dalam
pengaturan perjanjian perkawinan.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI
Perluasan Model Perjanjian Perkawinan Pasca Putusaan MK Nomor 69/PUU
X111/2015

Prinsip dasarnya, hukum Islam memandang bahwa harta suami dan harta istr
memilliki kedudukan yang terpisah. Setiap individu berhak sepenuhnya untuk mengurus,
memanfaatkan, dan menggunakan kekayaannya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain.
Harta yang menjadi pribadi tersebut meliputi harta bawaan yang dimiliki sebelum
berlangsungnya perkawinan, hartayang diperolehdari usahamasing -masing, serta harta
yang diterima dalam bentuk warisan, hibah, atau hadiah setelah perkawinan
berlangsung. Dengan demikian, perkawinan tidak secara otomatis mengakibatkan
bercampurnya harta kekayaan antara suami dan istri (Ruhimat, 2017). Al-Qur'an, hadits,
serta buku-buku figih, terutama yang berkaitan dengan perkawinan yang ditulis oleh
para ahli hukum Islam di masa lampau, tidak ada pembahasan mengenai harta bersama
dalam hubungan rumah tangga. Kajian tentang harta bersama dalam pernikahan yang
banyakdibicarakan adalah tanggungjawab suamidalam memberikanmahardan nafkah
kepada istrinya. Isu mengenai harta bersama spesifik hanya muncul kemudian di
beberapa wilayah dunia Islam pengaruh setelah terjadinya penjajahan oleh Barat.
Sementara di wilayah dunia Islam lainnya, konsep ini tetap tidak ada, tidak diakui, tidak
dikenal, tidak berlaku dan tidak diterapkan (Maspeke & Khisni, 2017).

Hukum Indonesia memandang sebuah perkawinan tidak hanya dilihat sebagai
ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita, akan tetapijuga sebagai ikatan hukum
yang membawa berbagai bentuk akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan
hak dan tanggung jawab pasangan serta pengelolaan harta dalam keluarga. Oleh
karenanya, setiap ikatan hukum yang muncul dari perkawinan, termasuk pengaturan
mengenai harta, harus memiliki kepastian hukum yang jelas agar tidak timbul
perselisihan di kemudian hari (Cahyani, 2020). Salah perangkat hukum yang ada untuk
mengatur hubungan dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuanyang dibuat oleh pasangan suami dan
istri untuk mengatur berbagai hal tertentu dalam perkawinan, terutama yang berkaitan
dengan manajemen dan pemisahan harta. Dalam praktik hukum di Indonesia, perjanjian
perkawinan memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap
pihak dalam perkawinan, terkhusus dalam hal kepemilikan harta pribadi maupun harta
yang dimiliki bersama (Kenedi, 2018). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
dengan Nomor 69/PUU XIIl/2015, pengaturan tentang perjanjian perkawinan di
Indonesia ditentukan oleh Pasal 29 dari Undang-Undang Perkawinan. Di dalamnya
diterangkan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada saat atau sebelum
perkawinan dilaksanakan. Sehingga biasa dikenal dengan istilah perjanjian pra-nikah
(Pinareswati & Fitriana, 2025). Aturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di
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Indonesia pada masa itu mengikuti prinsip yang mengharuskan perjanjian perkawinan
dibuat sebelum terjadinyaikatan perkawinan (Arief, 2017). Pembatasan waktu tersebut
menyebabkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan. Banyak pasangan suamiistri yang
hanya menyadari pentingnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan, terutama saat
menghadapi masalah finansial, usaha, kepentingan pada harta tertentu atau ketika
muncul perselisihan saat terjadi perceraian. Situasi ini sering membuat pasangan suami
istri keulitan untuk melindungi hak kepemilikan harta mereka masing-masing (Rohman,
2017).

Mengutip detiknews, putusan ini muncul akibat adanya pemeriksaan hukum
(Judicial review) yang dilakukan perempuan berinisial IF, ssorang WNI yang menikah
dengan seorang WNA asal Jepang sekitar tahun 2016 (Asp, 2021). Dia mengajukan
tuntukan ke Mahkamah Konstitusi agar diberi hak yang sama terkait kepemilikan aset
atau properti seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Pemohon merasa sangat
menderita dan tertekan, merasa hak-haknya didiskriminasi, serta mengalami
kesengsaraan baik dari segi mental maupun moral. la juga merasakan bahwa hak-hak
asasinya telah diambil karena didterapkannya beberapa pasal dalam Undang-Undang
Pertanahan dan Undang Undang Perkawinan yang dianggapnya bertentangan dengan
Undang-Undang DasarRepublikiIndonesia 1945.Oleh sebab itu, pemohonmeminta agar
Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai halini (Tamam, 2021).

Permasalahan itu kemudian menjadi salah satu alasan diajukan permohonan uji
materi (judicial review) terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah
Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XI11/2015, Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa batasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan
hanya sebelum atau pada saat awal dilangsungkan perkawinannya berlangsung
bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusi warga negara. Karena ity,
Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian frasa dalam pasal tersebut sehingga
perjanjian perkawinan bisa dibuat juga selama berada dalam ikatan perkawinan
(postnuptial agreement) (Dwinopianti, 2017).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menekankan bahwa hak untuk
memiliki harta merupakan bagian dari hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab itu, setiap warga negara
mesti diberi peluang untuk melindungi hak kepemilikan harta mereka melalui jalur
hukum yang sah, termasuk melalui perjanjian perkawinan (Hapsari Setyorini, 2023).
Perluasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan juga bisa dilihat sebagai
penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum sipil. Menurut prinsip kebebasan
berkontrak, setiap orang pada dasarnya diperbolehkan untuk membuat kesepakatan
dengan isi apa saja, asalkan tidak melanggar hukum, norma-norma moral, dan tatanan
masyarakat. Karena kontrak merupakan bentuk konkrit dari sebuah perjanjian. Perjanjian
adalah suatu perbuatan seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih lainnya sebagaimanayang tecantum dalam 1313 KUHPerdata (Adityo, 2016).
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Ruang lingkup prinsip kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian di
Indonesia adalah hak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, hak untuk memilih
pihakk yang ingin diajak berkontrak, hak untuk menentukan atau memilih alasan dari
kontrak yang akan dibuat, hak untuk menentukan objek dari kontrak, hak untuk memilih
bentuk dari sebuah kontrak, dan hak untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan
hukum yang bersifat opsional. Dalam perjanjian perkawinan, asas ini memberi
kesempatan bagi suami dan istri untuk mengatur sendiri kepemilikan harta mereka
dalam pernikahan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan hak-hak yang ada
pada masing-masing (Sinaga, 2018).

Walaupun ada kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan, keabsahan
perjanjianitu tetap harusmemenuhi persyaratanyang sah seperti yang ditentukan dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan tersebut meliputi adanya
persetujuan dari semua pihak, kecapakan atau kemampuan para pihak, objek yang jelas,
danalasanyangsah.Jikasalah satu dari syaratini tidak dipenuhi, maka perjanjianitu bisa
dibatalkanatau bahkandianggap tidaksah menuruthukum (Az, 2019). Dalam praktiknya,
dokumen perjanjianitu yang dibuat setelah pernikahan harus ditulis serta disetujui oleh
otoritas yang berwenang seperti notaris atau petugas pencatatan pernikahan.
Persetujuan ini sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa
perjanjian atau kesepakatan tersebut juga mengikat pihak ketiga yang relevan atau
terkait (Dwinopianti, 2017).

Dengan demikian, perluasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya memberikan
kemudahan hukum bagi pasangan menikah dalam mengelola urusan hukum mereka,
terutama mengenai pengelolaan dan perlindungan harta. Asalkan perjanjian itu
memenuhi syarat sahnya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka memiliki
kekuatan hukum yang mengikat (Harisman & Tanjung, 2024).

Konsep Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dilihat dari
Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Imam Ash-Shatibi

Konsep Imam Ash-Shatibi sejalan dengan karakteristik hukum Islam di Indonesia
karena pola yang ada dalam hukum Islam di Indonesia bercirikan Sunni serta Imam Ash-
Shatibi juga merupakan ulama Sunni. Selain itu, bidang ilmu yang utama juga berasal
dari aliran pemikiran Imam Maliki. Aliran pemikiran ini merupakan salah satu dari empat
mazhab hukum Islam yang diakui oleh umat ahlussunnah. Meskipun mayoritas umat
Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, pendekatan dan pertimbangan dalam
hukum Islam tetap mempertimbangkan pandangan dari keempat mazhab, termasuk
Maliki (Krismiyarsi & Adityo, 2025). Imam Ash-Shatibi mengelompokkan maqgashid
menjadi dua kategori, yang pertama: tujuan Allah sebagai pencipta shari‘at (gashdu al-
Syari’) dan yang kedua: tujuan mukallaf (gashdu al-mukallaf). Tujuan Allah (gashdu al-
Syart’) dibagi lagi menjadiempat bagian, sedangkan untuk yang terkait dengan tujuan
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mukallaf (gashdu al-mukallaf), Imam Ash-Shatibi hanyamembahas beberapa hal (Milhan,
2021).

Membahas tentang maqasid al-shari’ah bermakna kita membahas maksud dari
penerapan ajaran agama. Dengan memperhatikan berbagaiisu yang disampaikan dalam
Al-Qur‘an serta tujuan-tujuan dari penjelasannya, esensi dari penegakan syariat Islam
tidak lain adalah untuk mewujudkan rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Islam
melalui penjelasan dalam Al-Qur'an, menjelaskan banyak hal mengenai alam ini,
manfaatnya, cara yang benar untuk memanfaatkannya, dan hal-hal yang bisa
menimbulkan kerusakan. Konsep Imam Ash-Shatibi yang paling terkenal adalah
magqashid al-shari'ah yang secara harfiah berarti maksud dari pelaksanaan syariat. Mulai
adanya Kitab Al-Muwafaqgat yang ditulis oleh Imam Ash-Shatibi, menjadi satu konsep
tetap dalam ilmu ushul figh yang berfokus pada tujuan (syariah) (Kurniawan & Hudafi,
2021). Menurut pendapatnya, berfungsi sebagai acuan untuk menilai kebenaran dan
kelayakan hukum-hukum Islam, sebuah hukum dianggap sah dan sesuai dengan syariat
hanya jika memberikan manfaat dan tidak merugikan lima tujuan utama dari syariat.
Dengan demikian, metode itu menjadi sarana penting dalam memahami keterkaitan
hukum Islam dengan konteks kehidupan yang berkembang selalu (Hidayat, 2025).

Berdasarkan pandangan Imam Ash-Shatibi, tujuan utama dari syariat adalah
melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia. Aspek tersebut meliputi
perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-‘aql),
keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal) (Apriliani et al., 2025). Kelima aspek ini
adalah kebutuhan fundamental manusia yang perlu dijaga agar kehidupan dapat
berlangsung dengan seimbang dan harmonis. Konsep maqasid al-shari'ah berperan
penting dalam memahami tujuan tersebut yang dimana Imam Shatibi menekankan
bahwa syari‘at diturunkan untuk mencapai kebaikan (maslahah) dan menghindar
kerusakan (mafsadat) dalam hidup manusia. Di dalamnya memiliki tingkatan dimulai dari
dharuriyat, merupakan elemen yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan ataupun
agamanya, ketika hal tersebut tidak ada, tidak terplihara, bersifat esensial, selanjutnya
ada hgjiyat yang dimaknai sebagai kebutuhan, jika terpenuhi akan mencegah terjadinya
kesulitan dalam mencapai yang dharuriyat. la tidak terkait dengan kebutuhan primer
manusia, karena itu di saat hgjiyat tidak terpenuhi tidak merusak kebutuhan dharuriyat.
Terakhir tahsiniyat atau penyempurna, pelengkap, kalau tidak terpenuhi tidak
menimbulkan kerusakan (Qomariyah & Ulya, 2026).

Analisis terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan harus
memperhatikan faktor manfaat dan apakah terdapat dampak negatif yang muncul atau
tidak. (Milhan, 2021). Pada artikel ilmiah ini, kajian terpusatpada dua hal penting, yaitu
hifdz al-mal (perlindungan harta) dan hifdz al-nasl (melindungi keturunan atau menjaga
kestabilan keluarga). Kedua hal ini saling berhubungan erat dengan adanya perjanjian
perkawinan dalamkehidupanrumahtangga, uraian keduanya dijelaskan sebagai berikut:
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1.

Penelaahan Hifdz al-Mal (Perlindungan Harta)

Memelihara harta atau termasuk hak harta yang melekat pada seseorang
merupakan sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dasar manusia.
Terdapat petunjuk mengenai metode yang baik dan benar dalam mencari dan
mengatur harta. Dalam usaha mendapatkan harta, dilarang untuk melakukan
tindakan yang dilarang seperti mencuri, korupsi, hidup berlebihan, dan hal-hal yang
bertentangan dengan syari‘at (Sunarto et al, 2022). Syari'ah membolehkan
pencarian rezeki melalui transaksi, pertukaran, dan perdagangan guna melestarikan
kekayaan manusia. Sebaliknya, syari'ah melarang pemborosan, riba, pencunan,
perampokan, penipuan, pengambilan harta milik orang lain secara tidak adil, tidak
seimbang.Manusiasebagai khalifah di bumi, memiliki segalasesuatu termasuk harta
benda atas kehendak Allah. Prinsip hifdz al-mal (perlindungan harta) dikategorikan
ke dalam lima aspek utama, yaitu; perlindungan kepemilikan, pengembangan dan
akuisisi, pencegahan kerusakan, pelestarian nilai, serta sirkulasi harta (Wan Mohd
Ghazali etal., 2023).

Konsep hifdz al-mal berasal dari tradisi Islam, yang memandang kekayaan
sebagai suatu titipan yang wajib dijaga dan dikelola dengan baik. Dalam pandangan
Islam, kekayaan bukan sekadar benda material, melainkanjuga sebagai alat untuk
meraih kemakmuran dan keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan atas harta
tidak hanya mencakup upaya menghindari kerugian finansial, tetapi juga
memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik dan adil
(Marhaniaetal., 2024).

Hifdz al-mal bertujuan untuk melindungi harta atau kekayaan, memiliki
hubungan erat dengan aktivitas interaksi manusia sehari-hari. Dasar pemikirannya
bertujuan untuk memastikan keberlangsungan harta individu. Imam Ash-Shatibi
menilai, hifdz al-mal merujuk kepada perlindungan hak dan tanggung jawab serta
penjagaan harta dalam Islam demi kepentingan umat, agar terhindar dari segala
praktikyang mengandung elementerlarang yangdapat merugikanoranglain. Selain
itu, dengannya menuntun seorang muslim kepada perilaku yang selaras dengan
pedoman syariah, sehingga dapat mencapaitaraf kehidupan sejahtera danbaik (Aini
et al., 2023).

Dalam ranah hukum keluarga, khususnya dalam perkawinan, isu mengenai
harta memiliki peranan yang sangat krusial. Perkawinan tidak hanya
menghubungkan dua orang secara emosional dan spiritual, tetapi juga
mengintegrasikanaspek keuanganyang seringkali menjadi sebab munculnya konflik
perselisihan.Penetapan yang tepatterkaitharta dalam perkawinan sangat mendasar
untuk mempertahankan kestabilan relasi antara suami dan istri (Kenedi, 2018).
Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan (postnuptial agreement)
merupakan salah satu betuk tindakan perlindungan atas harta. Melalui perantara
perjanjian, pasangan suami istri bisa secara tegas menetapkan batasan kepemilikan
dan pengelolaan harta, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang
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didapatkan selama masa perkawinan. Sejalan dengan prinsip yang menyoroti
pentingnya kejelasan (al-bayan) dalam transaksi agar meminimalisir dari sengketa di
masa yang akan datang (Hulukati, 2024).

Dari sudut pandang magqasid al-shari‘ah, dilakukannya perjanjian perkawinan
yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan melalui Putusan MK Nomor 69/PUU
XI1/2015 dapat dianggap sebagai jenis maslahah hajiyyah, yaitu kepentingan yang
bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam hidup manusia. Dalam konteks tersebut,
wujud kebijakan itu menyajikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang
sebelumnya luput untuk menyusun perjanjian perkawinan sebelum mereka menikah
(Milhan, 2021). Walaupun, bukan berkedudukan pada tingkat dharuriyat, karena
hukum asalnya harta suami atau istri merupakan milik mereka masing-masing.

Selain itu, mempertahankan harta dalam magasid al-shari‘ah juga meliputi
tindakan untuk menghindari kemungkinan kerugian. Perjanjian perkawinan bisa
berperan sebagai alat preventif pencegahan untuk melarikan diri dari pertikaian
finansial dalam keluarga, seperti perselisihan harta saat perceraian atau kewajiban
pembayaran hutang. Namun penjagaan terhadap harta tidak dilakukan dengan
mengabaikan asas keadilan.

Kebijakan yang memungkinkan penyusunan perjanjian perkawinan setelah
perkawinan berlangsung merupakan suatu bentuk perkembangan hukum yang
sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Selama
perjanjian tersebut dilaksanakan dengan carayang adil, transparan,dan denganniat
baik, tidak melanggar hukum dan tidak melangagr syariat, keberadaannya tidak
hanya mampu memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan masing-masing
pihak, tetapi juga mendukung terciptanya kepastian hukum, mencegah kerugian,
serta menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan
dilihatdari sudut pandang hifdz al-maladalah suatuinstrumen hukum yang memiliki
legitimasi untukmelindungi harta kekayaan suami danistri. Perjanjian ini tidak hanya
berfungsi untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta, tetapi juga sebagai
langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi sengketa yang dapat muncul
selama perkawinan maupun setelah perkawinan itu berakhir, tidak hanya itu
seringkali ketika sengketa itu muncul semisal disaat perwakinan berakhir dengan
perceraian, keturunan dari para pihak juga kesulitan mendapatkan akses keadilan
kebutuhan akan harta tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang hak
dan kewajiban masing-masing pihak, kepastian hukum terhadap harta kekayaan
dapat lebih terjamin.

2. Penguraian Hifdz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)
Menjaga keturunan berarti memastikan generasi berikutnya dari kedua orang
tuanya di masa mendatang dapat terus ada. Dalam hal ini, setiap orang perlu
mengambil tanggung jawab atas semua hal seperti pendidikan, kesehatan, moral,
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dan etika demi keberlanjutan generasi baru di masa yang akan datang, karena itu
hifdz al-nasl beririsan dengan aspek hifdz al-mal diatas pada kaitannyadengan harta
yang kemudian akan membantu keberlangsungan anak (keturunan) ketika sebuah
umah tangga berakhir. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor
1829:

“Dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sadarilah bahwa setiap orang di
antara kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap orang akan dimintai jawaban
atas apa yang mereka pimpin. Seorang raja menjadi pemimpin untuk rakyatnya, dan
dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah
pemimpinbagi keluarganya, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap mereka.
Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga, suami, dan anak-anaknya, dan
dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba juga
dipandang sebagai pemimpin untuk harta majikannya, dan dia juga akan diminta
pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingatlah, setiap orang di antara
kalian adalah pemimpin, dan setiap orang akan diminta tanggung jawab atas apa
yang mereka pimpin.”

Hadis di atas memberikan satu gambaran, bahwa setiap orang memiliki tugas
dan kepercayaan yang harus diemban dan dijalankan dengan baik. Setidaknya,
setiap orang harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri agar tidak terjatuh ke
dalam kesalahan dan tidak lupa dengan hal-hal yang merugikan, terutama bagi
seorang ayah yang harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga
betranggung jawab ataskeberlangsungan keluarga, anak-anak serta istrinya dengan
bijaksana.Hal inijuga bisa dipahamisebagaigambaranbagi pemimpin suatunegara
dalam lingkup mikro (Adenan et al., 2023).

Kemaslahatan utama yang dilindungi oleh syari'at melalui poin ini adalah
kelangsungan hidup suatu generasi, "nasl” masuk kepada tingkat prioritas
(dharuriyyat) untuk dijaga (Busyroel Basyar, 2020). Hifdz al-nasl adalah salah satu
tujuan penting dalam Magqasid Al-Shari‘ah yang berhubungan dengan penjagaan
terhadap keturunan serta kelangsungan suatu keluarga. Imam Ash-Shatibi
menjelaskan bahwa adanya keluarga yang kokoh dan harmonis adalah dasar utama
dalam membentuk masyarakat yang makmur. Keluarga dalam Islam dianggap
sebagai kelompok sosial yang memiliki peranan penting untuk itu penting menjaga
kestabilan dan keharmonisan keluarga mejadi sangat krusial. Semua kebijakan
hukum terkait keluarga harus diarahkan untuk mendukung terciptanya keluarga
yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mengasihi (Rohman, 2017).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang
mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dapat
dipandang sebagai salah satu langkah untuk memelihara kestabilan dalam keluarga.
Kemudiandenganadanya keleluasaandalam pengaturanharta, pasangansuamiistri
bisa menyesuaikan kesepakatan mereka berdasarkan kebutuhan dan situasi yang

MLIJo: Journal of Law and Islamic Thought, Vol. 1, No. 2, Juni 2026 | 24



Mohamad Sifak dan Rayno Dwi Adityo Telaah Perjanjian Perkawinan...

berubah dalam rumah tangga (Hapsari Setyorini, 2023). Namun demikian, dalam
pandangan magqashid al-shari’ah sangat penting untuk memastikan bahwa
perjanjian itu tidak merusak keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, apabila
kesepakatan dibuat secara sepihak atau dalam situasi yang tidak dibenarkan, maka
hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan di dalam keluarga.

Tujuan dari syari'at adalah untuk menghasilkan kebaikan secara menyeluruh,
termasukdalaminteraksi keluarga. Maka dari itu, setiap perjanjian dalam perkawinan
seharusnya berlandaskan pada prinsip kesepakatan, keadilan, dan kebaikan
bersama. Selain itu, dari sudut pandang sosial, perjanjian perkawinan dapat
memberikan rasa tenang bagi kedua belah pihak karena ada kepastian hukum
tentang hak dan tanggung jawab mereka. Rasa tenang ini menjadi pondasi
kestabilan emosional dalam keluarga, keharmonisan dalam rumah tangga (Harisman
& Tanjung, 2024).

Dengandemikian, perjanjian perkawinanyang dibuat setelah perkawinan tidak
bertentangan dengan prinsip hifdz al-nasl asalkan perjanjian tersebut bertujuan
untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan tidak menyebabkan
permasalahan. Sebaliknya jika diterapkan dengan padatempatnya, tepat, perjanjian
perkawinan tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Menjaga keturunan (hifdz al-nasl) dari sudut pandang Magqasid Al-Shari‘ah,
tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melahirkan anak, tetapi juga melibatkan
tanggungjawab dalam memastikananakyang dilahirkan terjaga hak-haknya, seperti
hak hidup, sejahtera, dan hak memiliki kualitas hidup yang baik. Peran itu mencakup
pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal,
serta pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan layak yang semuanya dapat
ditopang dengan penggunaan pengelolaan harta yang tepat atau pada kekuatan
ekonomi yang menopangnya. Dengan demikian, memelihara keturunan (hifdz al-
nasl) secara umum berarti memastikan anak tidak hanya lahir, tetapi juga
berkembang dalam kondisi yang baik.

Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan ini tidak dapat dipisahkan dari cara
mengelola dan melindungi kekayaan sebuah rumah tangga. Sekali lagi, aspek hifdz
al-nasl sangat berkaitan dengan hifdz al-mal, karena kelangsungan dan
kesejahteraan anak-anak sangat dipengaruhi oleh kestabilan keluarga pada sisi
ketahanan ekonomi serta erat dengan manajemen harta. Aspek dari hifdz al-mal
memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan kekayaan pribadi serta mencegah
tindakan yang dapat merugikan dalam kegiatan ekonomi. Ini menggambarkan
bahwa perlindungan aset bukan hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi juga
untuk mendukung kesejahteraan keseluruhan anggota keluarga. Perjanjian
perkawinan menjadi penting karena tidak hanya bertujuanuntukmengaturhak milik
antara suami dan istri, tetapi juga secara tidak langsung membantu memenuhi
kebutuhan anak. Perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan hukum terkait
pengelolaan harta.
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Kestabilan ekonomimerupakan hal yang prinsipil penting karena perselisihan
finansial dalam rumah tangga seringkali berpengaruh langsung terhadap keadaan
tumbuh kembang dan psikis anak. Dengan adanya kepastian dalam pengaturan
harta, kemungkinan terjadinya konflik dapat dikurangi sehingga anak bisa
berkembang dalam suasana yang layak. Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang
hifdz al-mal, perjanjian perkawinan berperan sebagai alat untuk melindungi harta
keluarga dari kemungkinan kerugian, seperti kebangkrutan atau hutang dari salah
satu pihak. Perlindungan ini juga secara tidak langsung menjaga hak anak agar
kebutuhan hidupnya tetap dapat terpenuhi.

Korelasi antara hifdz al-nasl dan hifdz al-mal menunjukkan bahwa keduanya
saling bergantung berkelindan. Menjaga keturunan tanpa menjaga harta akan
membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Sebaliknya, menjaga harta
tanpa memperhatikan kebaikan keturunan juga tidak sejalan dengan tujuan syari‘at.
Jadi, kedua hal ini harus proporsional. Dalam pandangan magqasid al-shari‘ah,
menyeimbangkan perlindungan keturunan dan perlindungan harta adalah bagian
dari upaya untuk mencapai kebaikan bersama.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, sesuai dengan
ketentuan dalam Putusan MK Nomor 69/PUU XI11/2015 dapat dilihat sebagai alat
untuk mencapai keseimbangan tersebut, karena memberikan kebebasan bagi
pasangan suami istri dalam mengatur harta demi kelangsungan keluarga. Namun,
harusditekankan bahwa perjanjianperkawinan perlu disusun dengan dasar keadilan
dan niat baik. Apabila perjanjian itu malah merugikan salah satu pihak atau
mengabaikan kepentingan anak dari pasangannya, maka menjadi bertentangan
dengan magqasid al-Shari‘ah.

Dengan demikian secara garis besar melindungi keturunan (hifdz al-nasl)
dalam rangka memenuhi kebutuhan anak memiliki keterkaitan dengan melindungi
harta (hifdz al mal). Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat yang
menghubungkan dua tujuan ini, karena dengan pengaturan harta yang transparan
dan adil, kebutuhan anak bisa terpenuhi dengan baik sehingga tujuan syari‘at dalam
menciptakan kebaikan dapat terwujud.

Berdasarkan studi tentang magqasid al-shari‘ah bahwa hifdz al-nasl dan hifdz
al-mal termasuk dalam kelompok dharuriyat karena kedua hal tersebut merupakan
kebutuhan mendasar yang sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup
manusia. Akan tetapi dalam konteks perjanjian perkawinannya dianggap sebagai
alat hukum atau sebagai jembatan yang berpotensi digunakan untuk mengatur,
menjamin harta dan membantu memenuhi kebutuhan anak. Hal ini tidak termasuk
dalam kategori dharuriyat, tetapi termasuk dalam kategori hgjiyat untuk objek
dibolehkannya perjanjiandilakukan, alasannya kembali pada hukum asal pegelolaan
harta suami atau istriyang melekat padakeduanya masing-masing, namun demikian
sekali lagi menegaskan perjanjian perkawinan dapat membantu mencapai tujuan

MLIJo: Journal of Law and Islamic Thought, Vol. 1, No. 2, Juni 2026 | 26



Mohamad Sifak dan Rayno Dwi Adityo Telaah Perjanjian Perkawinan...

dharuriyat-nya, yaitu melindungi harta (hifdz al-mal) dan melindungi keturunan
(hifdz al-nasl) terhadap hak-hak distribusi harta kepada anak.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa
perubahan signifikan terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia.
Sebelumnya, perjanjian perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dibuat sebelum atau
saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ruang lingkup
pengaturan diperluas sehingga suami dan istri diberikan kesempatan untuk membuat
perjanjian perkawinantidak hanya sebelum atau padasaatakad nikah, tetapijuga setelah
akad perkawinan atau selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Perluasan
pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pasangan suamiistri untuk mengatur
hubungan hukum mengenai harta benda sesuai dengan kebutuhan yang muncul setelah
pernikahan. Membuat perjanjian setelah pernikahan menjadi alternatif bentuk
perlindungan hukum. Selain memenuhi syarat sah perjanjian, substansi perjanjian
perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
nilai-nilai agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya memperluas waktu
pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga tetap menempatkan prinsip kepastian
hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak sebagailandasan
utama dalam pelaksanaannya. Perluasan peraturan ini berkaitan erat dengan tujuan
melindungi harta (hifdz al-mal) dan perjanjian perkawinan masuk tingkat hajiyat karena
asal hukumnya pengelolaan harta suami atau harta istri masuk dalam otoritas masing-
masing pihak, namun yang ada suami memiliki tanggungjawab untuk menafkahi
keluarga, pada anak dan istri, tetapi dapat menjadi jembatan ke tingkat dharuriyat.
Putusan Mahkamah Konstitusi juga sejalan dengan perlindungan terhadap keturunan
(hifdz al-nasl). Pengelolaan kekayaan yang baik bisa memberikan efek positif bagi
keberlangsungan hidup keluarga, termasuk teralokasikannya kebutuhan mendasar anak
melalui sebab finansial.

Kesimpulannya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11I/2015 telah mencerminkan nilai-nilai maqasid al-shari'ah. Sejauh
perjanjian itu disusun dengan prinsip keadilan, proporsional, kesepakatan kedua pihak,
transparansi, dan didasari niat baik serta tidak merugikan pihak lain, eksistensinya sesuai
dengan tujuan syariat dalam melindungi harta (hifdz al-mal) dan melindungi keturunan
(hifdz al-nasl). Dengan demikian, perpanjangan waktu untuk menyusun perjanjian
perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum untuk kedua pihak, tetapijuga
menjadi cara untuk mencapai kebaikan, mempertahankan keharmonisan, ketahanan
hubungan keluarga, dan menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik dalam
kehidupan pernikahan.
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Penelitianini tentu masih banyak kekurangan, beberapa contohnya belum kuatnya
model berbasis data lapangan yang linier dan dapat memperkuat dengan jenis riset
hukum, sehingga kepada peneliti hukum keluarga khususnya ranah hukum keluarga
Islam dalam meneruskan, menyempurnakan perkembangan dari isu hukum perjanjian
perkawinan yang dapat dibuat tidak hanya terbatas di awal akad perkawinan
berlangsung.
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